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PUTUSAN
Nomor 3149 K/Pid.Sus/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah

memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KODRI alias YIYI Bin DAUD;

Tempat lahir : Bandar Lampung;

Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/4 April 1967;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Mulyoasih, RT.04/RW.02, Kelurahan Mulyo
Asih, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi
Banyuasin;

Agama :Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan sekarang;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Palembang karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;
ATAU
KEDUA . Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Juncto Pasal 132
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;
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Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palembang tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa KODRI Alias YIY| Bin DAUD secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu
tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan | dalam
bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram melanggar Pasal
111 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
a. 8 (delapan) dus yang berisikan 277 (dua ratus tujuh puluh
tujuh) paket Narkotika jenis ganja dengan berat + 277 (dua ratus
tujuh puluh tujuh) kilogram;
b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam
Nomor HP 0853-8193-1910;
c. 1 (satu) lembar catatan bukti pengambilan barang;
d. 1 (satu) lembar kertas bukti barang telah diterima dari PT.
INDAH LOGISTIK;
e. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam dengan
Nomor Polisi BG 9722 B;
f. 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu berjumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama SOLIHAM alias LIHAM BIN H. JUWENI;
g. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yahama jenis Mio 125 SE
88 warna merah tanpa plat dengan Nomor polisi BG 2781 BAJ;
h. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 04152442 atas nama
HENTI (istri SOLIHAM alias LIHAM Bin H. JUWENI);

Dirampas untuk Negara;
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i. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam
berikut 2 (dua) buah kartu simcard dengan Nomor simcard 0853-
7800-7536 dan 0852-7920-0849;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
160/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 6 Juni 2018 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KODRI alias YIYl Bin DAUD terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak
melakukan percobaan menguasai Narkotika golongan | dalam bentuk
tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KODRI alias YIYI Bin DAUD
tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan
pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
tersebut;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket ganja yang telah disisihkan untuk

pemeriksaan di Pengadilan seberat 17.074 gram, dikembalikan

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Soliham
alias liham bin Juweni;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan 2

(dua) Nomor simcard 085278007536 dan 085279200849 dirampas

untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
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Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 93/PID/

2018/PT.PIg tanggal 1 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
160/Pid.Sus/2018/PN.PIg., tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan banding
tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga
ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2018/PN.Plg
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2018, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2018 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada
tanggal 18 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2018
dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12
September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 September 2018, dengan
demikian permohonan kasasi beserta beserta dengan alasan-alasannya
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-
undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam

berkas perkara;
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Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena
putusan Judex Facti/lPengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex
Facti/lPengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak
melakukan percobaan menguasai Narkotika Golongan | dalam bentuk
tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg", tidak salah dan telah
menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara
mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

2. Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan fakta

hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta

hukum yang terungkap di muka sidang dalam menyatakan perbuatan

materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 111

Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 pada Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu:

- Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dipaket dan dikirim oleh
Haryono adalah ganja. Ternyata ada 227 (dua ratus dua puluh tujuh)
bal ganja yang dibalut dengan isolasi warna coklat muda yang dikirim
oleh Haryono dari aceh untuk Saefulah (nama samaran Terdakwa);

- Atas permintaan Haryono tersebut, Haryono mentransfer uang
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00
untuk upah Terdakwa dan Rp500.000,00 untuk ongkos mengantar
mobil pick up;

- Nama Saeful yang tertulis dalam paket ganja tersebut adalah nama
samaran Terdakwa. Terdakwa minta tolong kepada Solihan ntuk
mengambil paket ganja tersebut;

- Setelah Solihan mengambil paket ganja maka Polisi menangkap
Solihan, selanjutnya menangkap Terdakwa yang sedang menunggu
Solihan di depan masijid;

- Terdakwa baru sekali mendapat kiriman ganja dan sebelumnya belum

pernah dihukum;
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3. Bahwa demikian pula putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun
dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam)
bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan
dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa,
baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan
dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

4. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan,
hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, lagipula
Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-
keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal
197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata
pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum
tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak
dan Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILL
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;
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2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy
Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga, oleh Ketua Maijelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota
serta Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/ Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.
Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd/
Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002
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